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Kewajiban perpajakan menjadi hal yang terbesar di negara ini karena pajak

dah masuk ke negara ini, namun terdapat pula beberapa wajib pajak yang tidak
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Setiap masyarakat Indonesia harus memahami bahwa peningkatan pemanfaatan
hasil pembangunan akan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan. (Irianingsih, 2015).

Pemerintah terus berupaya meninggikan target pendapatan negara melalui
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Pengetahuan pajak adalah Literasi pajak atau pemahaman pajak dapat
membantu wajib pajak memahami undang-undang, peraturan, dan proses
perpajakan yang benar. Menurut Guci dan Halimatusadiah, 2021 Sehubungan
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bahwa setiap pengetahuan pajak memotivasi orang untuk menyelesaikan tugas
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membagikan informasi tentang pajak ke masyarakat yang lebih luas dapat
berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. (Nugroho dan Kurnia, 2020).
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Pendapatan untuk pemerintah daerah meningkat melalui kepatuhan wajib pajak.
Dalam situasi ini, penting untuk memaksimalkan penerimaan pajak sepeda motor
melalui berbagai insentif. Setiap wajib pajak harus mendapatkan instruksi dalam
r-'gjng(a mendorong kepatuhan terhadap setiap kewajiban PKB. (Amri, 2015).
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menggunakan transportasi umum, penggunaan transportasi pribadi juga semakin
populer karena efisiensi dan kemudahannya.
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Jﬁa memiliki tujuan demi kenyamanan bersama yaitu untuk dapat mengingatkan
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Sehubungan dengan permasalahan yang dijabarkan, Maka dari itu peneliti akan

melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Pajak,

Sosialisasi Pajak Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



Kendaraan Bermotor Pada Mahasiswa Kelas Sore Universitas Katolik Darma

Cendika di Surabaya".
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Apakah pengetahuan pajak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor?

2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor?

3. Apakah kebijakan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor?
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= _kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
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3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membaca
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